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ANALISIS FAKTOR PENENTU UPAH MINIMUM DI KARESIDENAN 

SURAKARTA TAHUN 2009–2018 

 

Abstrak 

Upah minimum di Karesidenan Surakarta selalu meningkat selama kurun waktu 

2008–2018, namun kenaikannya cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten setiap 

tahun. Fluktuasi tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi dan 

ketenagakerjaan yang ada di Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengestimasi pengaruh inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB 

terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008–

2018, dengan menggunakan analisis regresi data panel fixed effect model (FEM). 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja 

berpengaruh negatif terhadap upah minimum, dan PDRB berpengaruh positif 

terhadap upah minimum. Sementara itu, inflasi ditemukan tidak berpengaruh 

terhadap upah minimum. Bagi masing-masing pemerintah daerah di Karesidenan 

Surakarta, kebijakan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan aspirasi 

perusahaan dan pekerja karena berkaitan dengan keberlangsungan usaha dan 

kesejahteraan pekerja.  

  

Kata Kunci: upah minimum, inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB, 

regresi data panel 

 

Abstract 

The minimum wage in the Surakarta Residence always increased during the 

period of 2008–2018, however the value of the increase tended to fluctuate and 

inconsistently every year. This fluctuation is due to the economic and labor 

market conditions in the Surakarta Residence.The research aimed to estimate the 

effect of inflation rate, employment rate, and GRDP on the minimum wage in 

Surakarta Residence during the period of 2008–2018 using a fixed effect panel 

data regression model. The result of this study showed that employment rate had a 

negative effect on the minimum wage, and GRDP had a positive effect on the 

minimum wage. For the regional goverment in the Surakarta Residence, the 

policy for determining the minimum wage must pay attention to the aspirations of 

companies and workers because it is related to business continuity and worker 

welfare. 

 

Keywords: minimum wage, inflation rate, employment rate, GRDP, panel data 

regression analysis 

 

1. PENDAHULUAN 

Upah minimum adalah permasalahan yang pelik karena mengharuskan pembuat 

kebijakan untuk mencari keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Perdebatan 

mengenai kebijakan upah minimum tidak berbeda jauh dengan perdebatan 
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mengenai peraturan perekrutan dan pemberhentian pekerja. Serikat pekerja 

berpendapat bahwa pembuat kebijakan semestinya memanfaatkan upah minimum 

sebagai sarana untuk meningkatkan upah dan memperbaiki kesejahteraan pekerja 

di sektor formal. Sementara itu, prioritas utama perusahaan adalah menghasilkan 

laba yang kemungkinan akan turun jika biaya tenaga kerja meningkat. Dalam hal 

ini, pembuat kebijakan perlu memperhatikan bagaimana upah minimum 

mempengaruhi keadilan dan efisiensi bagi semua orang.  

Berdasarkan Laporan Lapangan Kerja Indonesia yang diterbitkan oleh 

Bank Dunia (2010), efisiensi akan menjadi permasalahan penting jika kenaikan 

upah minimum mendorong upah pekerja jauh di atas harga pasar sehingga 

perusahaan bereaksi dengan mempekerjakan lebih sedikit pekerja. Hal ini tak 

hanya mengurangi keuntungan perusahaan, tetapi juga merugikan pekerja tanpa 

keahlian dan pekerja informal karena menambah lagi hambatan bagi mereka 

untuk memasuki sektor formal. Pemerintah menghadapi tantangan dalam 

mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja sektor informal dan karyawan 

yang menerima gaji, dan sasaran untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. 

Efek upah minimum yang lebih tinggi terhadap keadilan dan efisiensi di 

Indonesia belum sepenuhnya dipahami. Pemahaman yang lebih baik mengenai 

bagaimana kenaikan upah minimum mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan dan 

jenis rumah tangga yang diuntungkan oleh kenaikan upah minimum, dapat 

membantu pembuat keputusan dalam mencari keseimbangan antara keadilan dan 

efisiensi. Cukup banyak penelitian telah dilakukan mengenai efek upah minimum 

di Indonesia. Tetapi, berbagai penelitian tersebut menggunakan sumber daya dan 

pendekatan metodologi yang berbeda-beda.  

Charysa (2013) mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian pada saat ini 

telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis 

sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga perlu 

penetapan upah minimum regional yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan 

hidup layak. Beberapa daerah yang terletak di Karesidenan Surakarta, yaitu 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 

Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta juga 
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menganut penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak masing-

masing daerah.  

Rata-rata inflasi di Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi selama 

kurun waktu 2008-2018. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 

9,77 persen dan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,32 persen. 

Tingginya inflasi mengindikasikan bahwa harga kebutuhan hidup layak 

masyarakat di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan. Kenaikan inflasi 

akan mendorong pemerintah untuk menetapkan upah minimum yang lebih tinggi 

agar kebutuhan hidup layak masyarakat terpenuhi. Namun, bagi perusahaan 

kenaikan inflasi akan memberikan dampak negatif karena biaya produksi yang 

semakin tinggi baik dari segi biaya tenaga kerja maupun biaya bahan baku. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi upah minimum adalah tingkat 

partisipasi angkatan kerja. BPS (2020) mendefinisikan tingkat partisipasi 

angkatan kerja sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah 

penduduk usia kerja. Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja berarti kenaikan 

penawaran tenaga kerja. Agar tidak meningkatkan jumlah pengangguran, 

kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja akan direspon pemerintah dengan 

menurunkan upah minimum yang ditetapkan. Dengan demikian, beban produksi 

perusahaan akan berkurang dan pengangguran juga akan berkurang (Armidi, Erfit, 

dan Yulmardi, 2018).  

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Surakarta mengalami 

peningkatan dan penurunan selama kurun waktu 2008-2018, dengan peningkatan 

tertinggi sebesar 1,684 persen pada tahun 2012 dan penurunan terbesar sebesar 

1,363 pada tahun 2014. Naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja menandakan 

jumlah angkatan kerja di Karesidenan Surakarta juga mengalami peningkatan. 

Apabila kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut tiddak diiringi dengan 

bertambahnya jumlah lapangan usaha, maka jumlah pengangguran di 

Karesiddenan Surakarta juga akan meningkat. Hal ini akan membuat pemerintah 

daerah di Karesidenan Surakarta menetapkan kebijakan upah minimum yang lebih 

rendah agar angkatan kerja dapat terserap oleh perusahaan.  
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Selain dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat partisipasi angkatan 

kerja, upah minimum juga dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Menurut BPS (2020), PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Tingginya 

nilai PDRB di suatu wilayah menandakan tingginya aktivitas ekonomi di wilayah 

tersebut, baik dari sisi produksi ataupun konsumsi. Dengan demikian, pemerintah 

akan menetapkan upah minimum yang lebih tinggi karena aktivitas ekonomi di 

wilayah tersebut juga semakin tinggi (Nurtiyas, 2016).  

Selama kurun waktu 2009-2018 rata-rata PDRB di Karesidenan Surakarta 

terus mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhannya cenderung berfluktuasi 

selama kurun waktu 2008-2018. Kenaikan PDRB di Karesidenan Surakarta 

tersebut sejalan dengan kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Sementara itu, 

fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta memperlihatkan 

aktivitas ekonomi yang kurang bergairah sehinggapeningkatan upah minimum 

juga cenderung melambat. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, disimpulkan bahwa upah 

minimum merupakan indikator ketenagakerjaan yang sangat penting karena 

menyangkut keadilan bagi pekerja dan efisiensi bagi perusahaan. Peningkatan 

upah minimum di Karesienan Surakarta cenderung melambat selama kurun waktu 

2008-2018. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya tingkat inflasi dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang juga melambat 

selama kurun waktu 2008-2018. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap 

upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah 

penelitian sekunder. Data sekunder penelitian ini berupa data panel, yaitu 

kombinasi dari data cross-section dan data time series. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan 

adalah analisa regresi data panel dengan model ekonometrika dengan persamaan: 
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Dimana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HASIL 

3.1 Perkembangan Upah Minimum 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata upah minimum di 

Karesidenan Surakarta terus meningkat selama kurun waktu 2008-2018, dengan 

peningkatan tertinggi sebesar 0,20 juta Rupiah pada tahun 2016 dan peningkatan 

terendah sebesar 0,04 juta Rupiah pada tahun 2011. Kenaikan upah minimum 

mencerminkan kenaikan kebutuhan hidup layak. Bagi pekerja, kenaikan upah 

minimum merupakan kenaikan pendapatan, sehingga pekerja mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak. Namun, bagi pengusaha kenaikan upah minimum 

merupakan kenaikan biaya produksi yang menyebabkan laba perusahaan 

berkurang. Dengan demikian, pengusaha akan mengurangi biaya produksi dengan 

mengurangi jumlah pekerja yang digunakan. Pengurangan jumlah pekerja akan 

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. 

3.2 Perkembangan Inflasi 

Kenaikan inflasi yang tinggi seperti pada tahun 2013 menyebabkan daya beli 

masyarakat di Karesidenan Surakarta menjadi menurun. Penurunan daya beli 

tersebut menyebabkan kebutuhan hidup layak di Karesidenan Surakarta menjadi 

meningkat. Kenaikan kebutuhan hidup layak akan mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan upah minimum. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan hidup layak dan mampu hidup secara sejahtera. 
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3.3 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi selama kurun waktu 

2008-2018. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 1,68 

persen dan terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,29 persen. Kenaikan 

tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut berarti kenaikan penawaran tenaga 

kerja. Apabila kenaikan penwaran tenaga kerja tidak diiringi dengan penambahan 

jumlah lapangan pekerjaan, maka akan timbul pengangguran. Hal ini akan 

mendorong pemerintah untuk menetapkan upah minimum yang lebih rendah agar 

angkatan kerja mampu terserap oleh pasar kerja dan pengangguran akan 

berkurang. 

3.4 Perkembangan PDRB 

Berdasarkan hasil terlihat bahwa PDRB di Karesidenan Surakarta terus meningkat 

selama kurun waktu 2008-2018, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,05 triliun 

rupiah per tahun. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, cenderung mengalami 

fluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi 

tersebut mencerminkan walaupun aktivitas ekonomi terus berajalan namun 

kinerjanya tidak stabil. Ketidakstabilan ini akan berdampak pada pasar tenaga 

kerja yang juga tidak stabil. Dengan demikian, upah minimum yang ditetapkan 

oleh pemerintah-pun juga tidak stabil karena menyeimbangkan antara jumlah 

lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. 

3.5 Hasil Analisis 

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Cross-Section 

 

 

 

 

 

3.5.1 Pemilihan Model Estimator Terbaik  

Tabel 2. Hasil Uji Chow 



7 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa probabilitas F-statistik uji Chow bernilai 

sebesar 0,000 (< 0,01), sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, model terbaik 

berdasarkan pendekatan Fixed Effects Model (FEM). 

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa probabilitas χ2-statistik uji Hausman 

bernilai sebesar 0,000 (< 0,01), sehingg H0 ditolak. Kesimpulannya, model 

terbaik berdasarkan pendekatan Fixed Effects Model (FEM). 

Tabel 4. Hasil Estimasi Data Panel Fixed Effect Model (FEM) 

 

 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Konstanta Fixed Effect Model (FEM) 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa nilai konstanta tertinggi dimiliki oleh 

Kabupaten Boyolali, yaitu sebesar 0,759. Hal ini berarti terkait pengaruh inflasi, 

tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum, Kabupaten 

Boyolali cenderung memiliki upah minimum yang tertinggi di Karesidenan 

Surakarta selama kurun waktu 2008-2018. Sementara itu, nilai konstanta terendah 

dimiliki oleh Kota Surakarta, yaitu sebesar -0,115. Hal ini berarti terkait pengaruh 

inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum, 

Kota Surakarta cenderung memiliki upah minimum yang terendah di Karesidenan 

Surakarta selama kurun waktu 2008-2018. 
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3.5.2 Uji Signifikan Parsial 

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Parsial 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, terlihat bahwa probabilitas nilai t-statistik untuk variabel 

inflasi sebesar 0,116 (> 0,10), sehingga H0 tidak ditolak atau inflasi tidak 

berpengaruh terhadap upah minimum. Sementara itu, variabel tingkat partisipasi 

angkatan kerja dan PDRB masing-masing memiliki probabilitas nilai t-statistik 

sebesar 0,006 (< 0,01) dan 0,000 (< 0,01), sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, 

tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan PDRB berpengaruh 

positif terhadap upah minimum. 

3.5.3 Uji Signifikan Simultan 

Tabel 4. memperlihatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 (< 0,01) yang 

berarti H0 ditolak. Kesimpulannya, model yang dipakai eksis atau secara 

bersama-sama inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB berpengaruh 

terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-

2018. 

3.5.4 Interprestasi Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. 

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa koefisien determinasi bernilai sebesar 0,946 

≈ 0,95, dengan demikian 95 persen variasi perubahan upah minimum dapat 

dijelaskan oleh variasi perubahan inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan 

PDRB. Sisanya, yaitu sebesar 5 persen dijelaskan oleh variasi perubahan variabel 

lain di luar model. 

3.5.5 Interprestasi Pengaruh Variabel Independen 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang ditampilkan pada Tabel 4.6, tingkat 

partisipasi angkatan kerja dan PDRB terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

upah minimum, sedangkan inflasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap 

upah minimum.  
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Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -0,016. Pola hubungan antara upah minimum dan tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah linier-linier, sehingga apabila tingkat partisipasi angkatan 

kerja naik sebesar 1 persen maka upah minimum akan turun sebesar 16 ribu 

Rupiah.  

Variabel PDRB memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,089. Pola 

hubungan antara upah minimum dan PDRB adalah linier-linier, sehingga apabila 

PDRB naik sebesar 1 triliun Rupiah maka upah minimum akan naik sebesar 89 

ibu Rupiah. 

3.6 Interprestasi Ekonom 

3.6.1 Inflasi 

Tabel 7. Inflasi dan Upah Minimum di Karesidenan Surakarta Tahun 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa inflasi di Karesidenan Surakarta cenderung 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya, di mana kenaikan atau penurunannya 

menunjukkan nilai yang cukup ekstrim. Sementara itu, dari sisi upah minimum, 

setiap tahunnya nilai upah minimum mengalami kenaikan, tetapi perubahannya 

setiap tahunnya tidak terlalu ekstrim. Apabila dikaitkan dengan teori pengaruh 

inflasi terhadap upah minimum, kenaikan inflasi akan meningkatkan upah 

minimum atau sebaliknya penurunan inflasi akan menyebabkan upah minimum 

juga menurun. Namun apabila dilihat berdasarkan data pada Tabel 7, teori tersebut 

tidak dapat dibuktikan kebenarannya di Karesidenan Surakarta. Sebagai contoh, 

pada tahun 2010 nilai inflasi mengalami kenaikan dari 2.32 persen menjadi 7.04 

persen dan upah minimum juga mengalami kenaikan dari 698,929 rupiah menjadi 



10 

 

745,357 rupiah. Namun pada tahun 2011, penurunan inflasi dari 7.04 persen 

menjadi 2.68 persen justru menyebabkan upah minimum mengalami kenaikan 

dari 745,357 rupiah menjadi 782,111 rupiah.  

3.6.2 Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja 

Hasil uji signifikansi parsial membuktikan bahwa tingkat partisipasi angkatan 

kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta 

selama kurun waktu 2008-2018. Artinya, kenaikan tingkat partisipasi angkatan 

kerja akan menyebabkan upah minimum di Karesidenan Surakarta turun.  

Hal ini berarti hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian. Pengaruh 

negatif tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap upah minimum disebabkan 

karena kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan kenaikan 

penawaran tenaga kerja. Apabila kenaikan penawaran tenaga kerja tersebut tidak 

diiringi dengan kenaikan permintaan tenaga kerja, maka akan timbul 

pengangguran. Pengangguran secara ekonomi akan berdampak pada hilangnya 

sumber pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga. Pada akhirnya, hal ini akan 

mengakibatkan menurunnya pengeluaran dan tingkat kesejahteraan. Dengan 

demikian, pemerintah akan merespon kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja 

dengan menurunkan upah minimum. Hal ini dilakukan agar kenaikan jumlah 

angkatan kerja dapat terserap oleh pasar tenaga kerja. 

3.6.3 Produk Domestik Regional Bruto 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, terbukti bahwa PDRB berpengaruh 

positif terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 

2008-2018. Hal ini berarti meningkatnya PDRB akan menyebabkan upah 

minimum di Karesidenan Surakarta juga meningkat.  

Pengaruh positif PDRB terhadap upah minimum disebabkan karena 

kenaikan PDRB merupakan kenaikan aktivitas ekonomi, baik dari sisi permintaan 

ataupun penawaran. Dari sisi penawaran, kenaikan PDRB merupakan kenaikan 

aktivitas produksi perusahaan. Kenaikan aktivitas produksi ini mengindikasikan 

dua hal, pertama kinerja perusahaan meningkat atau kedua terjadi penambahan 

lapangan pekerjaan baru. Kedua hal tersebut sama-sama akan meningkatkan upah 
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minimum karena jumlah tenaga kerja yang terserap akibat kenaikan aktivitas 

produksi tersebut juga semakin banyak. 

 

4. PENUTUP 

Upah merupakan variabel ekonomi yang mempunyai kedudukan strategis bagi 

pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bagi pekerja upah diperlukan untuk 

membiayai hidup dirinya dan keluarganya. Bagi perusahaan, upah merupakan 

salah satu sumber biaya yang dapat mempengaruhi biaya produksi total dan harga 

output. Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan 

pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

keseimbangan tingkat upah dengan kebutuhan hidup minimum pekerja dan 

kemajuan perusahaan perlu terus diupayakan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh inflasi, PDRB, dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja terhadap upah minimum regional di Karesidenan 

Surakarta selama kurun waktu 2009-2018.  

Hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

memperlihatkan bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap 

upah minimum regional di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2009-2018 

adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB. PDRB berpengaruh positif 

terhadap upah minimum, yang artinya apabila PDRB meningkat maka upah 

minimum juga akan meningkat. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja 

berpengaruh negatif terhadap upah minimum, yang artinya apabila tingkat 

partisipasi angkatan kerja meningkat maka upah minimum akan menurun. 

Variabel inflasi ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum, 

yang artinya peningkatan inflasi tidak akan memeberikan pengaruh positif 

ataupun negatif terhadap upah minimum. Hal tersebut dikarenakan kebijakan 

pemerintah di Karesidenan Surakarta yang selalu menjaga kestabilan keduanya, 

yaitu inflasi yang rendah dan tingkat upah yang mampu memenuhi kebutuhan 

hidup layak.  

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah masing-masing daerah di Karesidenan 

Surakarta terkait upah minimum harus memperhatikan dua pihak, yaitu pekerja 
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dan pengusaha. Bagi pekerja, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah 

harus mampu melindungi kesejahteraan pekerja atau setidaknya dengan upah 

minimum tersebut pekerja mampu mencukupi kebutuhan hidup layak baik untuk 

dirinya sendiri ataupun untuk keluarga. Bagi pengusaha, upah minimum yang 

ditetapkan pemerintah diharapkan tidak terlalu menjadi beban bagi perusahaan. 

Hal tersebut dikarenakan, apabila upah yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak 

sesuai dengan kondisi dunia usaha, maka kenaikan upah akan menjadi tambahan 

beban produksi, sehingga pada akhirnya perusahaan akan melakukan pemutusan 

hubungan kerja dengan pekerja. Selain itu, pemerintah juga harus terus 

mendorong aktivitas ekonomi baik dari sisi produksi maupun konsumsi agar upah 

yang ditetapkan mampu mengikuti keadaan perekonomian terbaru. 
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